Menimbang :

|
|
|

RPNV U

Mengingat

GUBERNUR GORONTALO

| PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
i NOMOR 1 TAHUN 2013
| Tentane |

| PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO

. | | o
bahwa kewajiban Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama

~ pelayanan publik di daerah untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik

sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945; -

bahwa memberikan pelayanan publik di daerah yang dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan
secara kontinyu, terintegrési dan berkesinambungan, seiring dengan

| perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan

kualitas pelayanan publik; |
bahwa sebagai upaya untuk menmgkatkan kualitas pelayanan publik di
daerah maka perlu ditetapkan standar dan kriteria dari penyelenggara
pelayanan publik maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan publik
serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan perlindungan
atas hak-hak dan kewajiban pubiik dalam mendapatkan pelayanan publik
dalam suatu peraturan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 3,
huruf b, dan huruf E:, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan
Publik; . | Z

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik IndoneS|a Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok
Kepegawaian (Leml?aran Negara Rppublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); J
!
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Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik | Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); |
Undang-Undang Nomor 8 Tahuh 1999 tent'ang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik ‘Indonesna Tahun 1999 Nomor 42,
) Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3821);
.-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersnh dan Bebas daru Korup5|, Kolusi,” dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik ; Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
‘lrambahan Lemb?aran Negara Républik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang ‘Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pldana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagalmana telah d:ubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
'Repubhk IndoneS|a Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4150);

Undang Undang Nomor 38 'Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran . Negara Repubhk Indonesia Tahun
2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 téntang Ke,uéngan Negara
j(I'_embaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Rephblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara: Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagalmana telah beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); J
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11.

12,
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22.

23.

24,

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyar;akat dalam Pé,nyelenggaraan Negara (Lembaran Negara
Redublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Rephblik Indonesia Nomor 3866); |

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 5135);

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik In,donesna Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; ‘

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Goronte;ﬂo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 03);

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi GorontaloTahun 2012-2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 02);



- Dengan PersetUJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
, dan
f GUBERNUR GORONTALO

: MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ;

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilén Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- Iilasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana dlmaksud dalam Undang Undang Dasar
Negara Repubflk Indonesia Tahun 1945. |

Pemerintah D{aerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

Gubernura dalah Gubernur Gorontalo

Sekretaris Daerah adalah Spkretans Daerah Provinsi Gorontalo

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
sesuai dengan§ hak-hak dasar éetiap warga negara dan penduduk atas suatu barang,
jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
yang terkait déngan kepentingén publik. |

Penyelenggara; Pelayanan Publik adalah Iemdaga dan petugas pelayanan publik baik
Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan publik. 3 '

Organisasi penyelenggara pel{ayanan publlk yang selanjutnya disebut Organisasi
Penyelenggara adalah satuan kerJa penyelenggara pelayanan publik yang berada di
lingkungan pe.mermtah provnnsu korporasi,: lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah untuk melakganakan kegiatan pelayanan publik dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

| |
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17.
18.
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20.

Pelaksana pelEyanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerJa di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas ‘'melaksanakan tmdakan atau rangkalan tindakan pelayanan publik.
Masyarakat apalah orang perseorangan rkelompok atau badan hukum yang
berkedudukan {sebagal penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung
maupun tidak langsung. ! |

Standar pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, pedoman dan kesepakatan
mengenai kualitas ‘pelayanaq‘, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara
bersama-samal antara penyelenggara pelayanan publik penerima layanan dan pihak
yang berkepentmgan .

Penilaian Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai
penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan
standar pelayanan yang telah ditetapkan. |

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
Penyelenggara. kepada masyarakat dan sebéliknya dalam bentuk lisan dan tulisan,
serta bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, yang disajikan secara manual atau
elektronik.

Pertanggungjawaban pelayanan publik adalah Perwujudan kewajiban penyelenggara
pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai
percapaian tujuan yang telah ‘ditetapkan, melalui mekanisme pertanggung-jawaban
secara penodlk kontinyu dan berkesnnambungan serta terintegrasi.

Pengaduan adalah pemberntahuan yang mengmformasnkan terhadap ketidaksesuaian
antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
Sengketa pelayanan publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan
publik antara ‘penerima layanan dengan pényelenggara pelayanan publik akibat
ketidaksesuaian antara pelayanan yang dltenma dengan standar pelayanan publik
yang telah dntetapkan

Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui
bantuan oleh Ombudsman Daerahselaku lembaga pengawas eksternal atau oleh
lembaga pengawas eksternal ‘ainnya maup&n oleh mediator yang dibentuk oleh
Ombudsman Daerahatau lembaga pengawas eksternal

Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasulkan berbagai bentuk/jenis
barang yang digunakan oleh masyarakat

Pelayanan jasa, pubhk adalah pelayanan yang menghasnkan berbagai bentuk jasa yang

dibutuhkan oleh masyarakat. J
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21. Pelayanan administratif adalah pelayanan ,yang menghasilkan berbagai bentuk
dokumen resmii yang dibutuhkafn oleh masyarakat.
22. Media adalah :segala alat untuk penyebarluasan informasiyang berupa cetak dan

elektronik. . . ‘
23. Anggaran Penbapatan dan Bélanja Daerah iyang selanjutnya disebut APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan BeIahja Daerah Provinsi Gorontalo.

i E 1
| BABII !

ASAS PELAYANAN PUBLIK
» “ f Pasal 2 -
.. Asas penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
Asas Kepastian Hukum; : |
Asas Keadilan; }
Asas Kemanfaatan;
Asas Keterbukaén;
Asas Partisipatif, ‘
Asas Akuntabilitas; |
Asas Kepentingan Umum); i
Asas Profesional’isme;
Asas Kesamaan Hak;
Asas Efisiensi;
Asas Efektivitas;;
Asas Imparsial.
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BAB III

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Maksud
Pasal 3 i

_ Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo bermaksud untuk
memberikan kepastian hukum terhadap penyelengglaraan pelayanan publik dan pemenuhan
* hak-hak masyarakat secara berkualitas, kontinyu, terintegrasi dan berkesinambungan.
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Tu;uan Pelayanan Publlk adalah :
a.

i - Bagian Kedua
Tujuan |

Pasal 4 l

Mewujudkan kepastxan hukum tentang haL tanggung jawab, kewajiban, dan
kewenangan seluruh pihak yang terkait denga.n penyelenggaraan pelayanan publik di
Provinsi Gorontalo

Mewujudkan SIstem penyelenggéraan pelayanah publik sesuai dengan asas-asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Provms: Gorontalo.

Mewujudkan kualltas pelayanan efisiensi dan' efektivitas penyelenggaraan pelayanan
publik dan pencegahan Korupsi, Kolusn dan Nepotlsme di Provinsi Gorontalo;
Mewujudkan partISIpa5| dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publlk sesuai mekamsme yang berlaku _

Mewujudkan p[enyelenggaraan; pelayanan E.publik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

| | |
' | Bagian Ketiga

| é Ruang Lingkup
: , Pasal 5 |
! i !

"1 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan

|
dengan kepentmgan publik yang dlselengqarakan oleh penyelenggara pelayanan publik

di Provinsi Gorontalo. | i

(2) Pelayanan publik sebagalmana -dimaksud daIam ayat (1) yakni meliputi pelayanan

(1) Pelayanan barang publik meliputi:

barang publik dan pelayanan ]asa publik serta pelayanan administrasi. -
. !

Pasal 6

+
1
i

a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah
daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan/atau APBN dan badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan

b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya. tidak bersumber
dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan daerah yang dipiéahkan, tetapi ketersediaannya menjadi
misi Daerah,%yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. J
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(2) Pelayanan jasa ipublik yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang

dibutuhkan oleh publik, mehputl

a. Penyediaan'jasa publik oleh instansi pemermtah daerah yang pemblayaannya
bersumber .dari APBD dan/atau APBN dan suatu badan usaha yang modal
pendiriannyé sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang
dipisahkan; dan; .

b. Penyediaan jasa publik yang pemblayaannya tidak bersumber dari APBD atau
badan usaha yang modal pendiriannya sepaglan atau seluruhnya bersumber dari
kekayaan daerah yang dlplsahkan tetapi. ketersediaannya menjadi misi daerah
yang dltetapkan sesuai ketehtuan peraturan yang berlaku.

(3) Pelayanan admlnlstratuf yaitu pelayanan yang menghasxlkan berbagai bentuk dokumen
resmi yang dlbutuhkan oleh publlk meliputi:

a. Tindakan administratif pemepntah daerah élalam rangka mewujudkan perlindungan
pribadi, keluarga, kehormatavn, martabat, dan harta benda masyarakat; dan

b. Tindakan administratif oleh ‘instansi non pelamerintah yang diatur dalam ketentuan

peraturan yang berlaku.
! [ |

BAB IV 1
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA

‘ ;oo | Bagian Kesat‘u
,» Hak Penerima Layangn Publik
, | Pasal 7 |
l i i
Hak penerima layanan pubhk meliputi: ,
a. Mendapatkan pelayanan yang’ berkualitas éesual dengan asas-asas dan tujuan
pelayanan pubhk serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan.

b Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh |nforma5| selengkap-lengkapnya tentang

sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan publik.

- ¢. Memberikan saran dalam rangka perbaikan pelayanan publik.

f‘ d. Mendapatkan pelayanan yang t|dak d|skr|m1nat|f santun, bersahabat, dan ramah.
A Memperoleh kompensasn apablla tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar

pelayanan pubhk yang telah dltetapkan :

. f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik dan atau pengawas

pelayanan publik untuk mendapatkan penyelesaian atas pengaduan tersebut.

| g. Mendapatkan pembelaan, perlindungan, dalam iupaya penyelesaian sengketa pelayanan

publik. . , |

h. Menolak permlntaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang

) 1
berlaku. a 1 f_ ‘ \-7
. | :



L i |
: | .
: : |
I | Bagian Kedua

Kewajibajn Penerima La;yanan publik
! i !
Pasal 8 |

- Kewajiban penerima layanan publik meliputi: | _
@, Mentaati mekanisme, prosedur, dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan
" publik. | ! ’ |

b. Memelihara dan menjaga berbaga| sarana dan Qrasarana pelayanan publik.

¢. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian sengketa pelayanan
publik. | | |

d. Berpartisipasi aktlf dan mematuh| peraturan yang berlaku yang terkalt dengan
penyelenggaraan pelayanan publlk ‘ !

e. Memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan publik.

BABV |
PERAN SERTA MASYARAKAT
| Pasal 9

| % i
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan
serta dalam penyelenggaraan peiayanan publik. |
(2) Peran serta masyarakat sebagaumana dimaksud: pada ayat (1) d||akukan dengan cara:
a. Berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan publik.
b. Meningkatkan kemandirian |masyarakat dgn kemitraan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik; | : o |
C. Menumbuhkémbangkan kémampuan dén kepeloporan 'masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik ; .
d. Memberlkan saran dan atau pendapat daIam rangka penyelenggaraan pelayanan
publik ; ! | '
e. Menyampankan informasi  dan atau émemperoleh informasi  di bidang

penyelenggaraan pelayanan publlk



BABVI |

. PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK

" " Bagian Kesatu

: . Penyelenggara

; Pasal 10 |

Prosedur penyelenggaraan pelayanah publik melipuH

a. Fungsional, yaltu pola peIayanan publik dlbenkan oleh penyelenggara, sesuai dengan
tugas, fungsi dan kewenangannya, |

b. Terpusat, yaltu pola pelayananl publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara
berdasarkan pellmpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; ,

c. Terpadu, terdiril atas: pertama, !terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu
atap diselenggalrakan dalam satp tempat yang;meliputi berbagai jenis pelayanan yang
tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu; dan kedua,
terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpaq!u satu pintu diselenggarakan pada satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan

dilayani melalui satu pintu. |

d. Gugus tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk
gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian

pelayanan tertentu.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin kualitas layanan masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib
membentuk unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan bagi masyarakat.

(2) Penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan informasi publik dan unit
pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai kompetensi.

(3) Masing-masing unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan masyarakat
membantu penyelenggara pelvayanan publik dalam menjalankan fungsi untuk
merencanakan, ' melaksanakan -dan mengevadluasi serta mengembangkan standar
pelayanan publik. ' ‘

(4) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara
pelayanan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara pelayanan publik
wajib mengumurpkan kepada mqsyarakat melalgl media cetak dan elektronik. \7
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Bagian Kedua
Hak Penyelenggara
' l

: | Pasal 12 |

Penyelenggara meniiliki hak: ! 5

a. Memberikan pel‘ayanan tanpa dihambat pihak Iaiin yang tidak berwenang;
b. Melakukan kerJasama, |
c. Mengelola anggaran pemblayaaq penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Melakukan pembelaan: terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai
dengan kenyataén dalam ‘penyelenggaraan pelayanan publik; dan
e Menolak permln;taan pelayanan jyang bertentaqngan dengan ketentuan peraturan yang
| berlaku. | i : : '
| | |
Bagian Ket|ga
Kewajlban Penyelenggara
| | |
. } Pasal 13
| | |
~ Penyelenggara pelayanan publik mempunyal kewajlban
"' a. Mengundang penenma layanan dan plhak~p|hak yang berkepentingan dalam
penyelenggaraaﬁ 'belayanan plubllk untuk qnerumuskan standar pelayanan dan
melakukan pengawasan atas klnerJa pelayanan publik.

-~ b. Menyelenggarakan pelayanan pdbllk yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan

yang telah dltetapkan : | e

c. Mengelola pengaduan dari penerlma layanan sesuai mekanisme yang berlaku
Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan
publik yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

e. Memberikan kompensasi kepada penerima ilayanan apabila tidak- mendapatkan
pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. |

f. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik.

g. Mematuhi peraturan: yang berlaku terkait dengan tugas dan kewénangannya dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. '

i H
, ; : J
. i
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; Bagian Keembat

1

Penilaian Kepuasan Masyarakat
' |

Pasal 14

(1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melaktlean penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik secara periodik.

(2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan
publik masing- masmg penyelenggara pelayanan publik.

(3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara indeks kepuasan masyarakat dengan
standar pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan
kapasitas penyélenggaraan pelaYanan publik. |

| i
~ Bagian Kellma
Pelayanan Khdsus

Pasal 15

(1) Penyelenggara =pe|ay'anan publik wajib mengupayakan tersedianya sarana dan
prasarana yang dlperuntukkan bagl penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil.

~ (2) Penyediaan safana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menjamin aksesibilitas pengguna layanan yanq dilaksanakan sesuai dengan peraturan
t i
yang berlaku.

~ . (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan juga dengan peraturan

yang berlaku tentang perlakuan khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita
. | i |
hamil. ? ‘ '

| . Bagian Keenam
Perilaku Penyelenggara
, |

Pasal 16

Penyelenggara pelayanan publik WaJIb memiliki perllaku sesuai dengan kode etik dalam
memberikan pelayanan publik, yaltu ;

Bertindak jujur, disiplin, propor5|onal dan profeSIOnaI

Bertindak adil dan tidak d|skr|m|nat|f ' 3

Peduli, teliti dan cermat. '

Bersikap ramah dan bersahabat.

Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit.

Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbala,h dalam bentuk apapuh. ‘

Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif

dan inovatif. , , J

@ ™o a0 o
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: Bagian Ketujuh
Standar Pelayanan Publik

i

|

l

|
|
|
i

i
|

t
|

(

Pasal 17 .

i
'

(1) Standar pelayanan ‘publik dlsusun sesuai dengan jenis dan karaktenst|k pelayanan
publik yang mehputu prosedur dan produk pelayanan publik.

(2) Penyelenggara pelayanan publlk wajib menetapkan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mellpu_tu penetapan standar persyaratan,vstandar biaya dan

standar waktu. |

i
i

i
!

(3) Penyelenggara pelayanan publlk wajib mengmformasukan standar pelayanan publik

(1)

(2)

(3)

@

kepada masyarakat.

Bagian kedeiapan '
. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 18

t

Pengawasan %penyelenggaraar‘w pelayanan phblik dilakukan oleh pengawas internal

dan pengawas eksternal.

Pengawasan internal dilakuka}l melalui:
a. pengawasan oleh atasan lapgsung; dan
b. pengawasan oleh pengawas fungsional daerah

Pengawasan eksternal dllakukan melalui:

a. pengawasan oleh masyfarakat berupa

penyelenggaraan pelayanan publik; |
b. pengawasan oleh Ombudstnan daerah seéuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

C. pengawasan oleh DPRD;
Tata cara pei'ngawasan pelayanan publik (Ejilaksanakan sesuai dengan peraturan
{ '

perundang-undangan.
;

I
H
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laporan atau pengaduan dalam
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f i 1

| Bagian Kesembjlan

Pengéduan Pelayanén Publik
Pasal 19 -

i
i

. Pengaduan pelayanén publik dilakukén dengan carai'
. a. Pengaduan pelayanan publik dlaJukan kepada p[enyelenggara pelayanan publik.

b. Paling lama 5 (Ilma) hari setelah diterimanya pengaduan, penyelenggara pelayanan
publik harus menlndaklan]utl pengaduan tersebut

c. Apabila penyelenggara pelayanan publik tidak menanggapi sebagalmana mestinya atau
tidak menerimal pengaduan sebagalmana dimaksud pada huruf b, maka pengaduan

diajukan kepada pengawas pelay;anan publik. |
i ! |

i

| . BABVII |
PEMBIAYAAN

| |

Pasal 20

" (1) Anggaran pelayanan publik pada instansi pemerintah dibebankan pada masing-masing

penyelenggara pelayaan publik.
(2) Anggaran untuk pembiayaan pengawasan pelayanan publik dlbebankan pada masing-

masing penyelenggara pengawasan pelayanan publik.

~ BABVII |
KETENTUAN SANKSI

| i i
Bagian Kesatu

! . Pelanggaran

! pasal2l
(1) Tindakan penylmpangan atau pengaba|an terhadap wewenang, prosedur dan substansi
merupakan pelanggaran yang ldapat dlkenakan sanksi sebagalmana diatur dalam
peraturan perundang undangan yang berlaku. ‘
(2) Bentuk pelanggaran sebagalmana dimaksud dalam ayat (D merupakan pelanggaran
administrasi. | i |

1 i h
[ i i

. H x N -

! . :
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. Bagian Kedua:
: Sanksi Administrasi
; Pasal 22
(1) Pelanggaran admmlétratlf yang dllakukan oleh pényelenggara pelayanan publik dikenakan
sanksi administrasi.
¢(2) Jenis-jenis sanksi admsmstrasn sebagalmana dlmaksud pada ayal(1) berupa
a. teguran lisan;
teguran tertuhs;
Penundaan ken?ikan pangkat; ;
Penurunan pangkat; '
Mutasi jabatan;; | | l
A Pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
| 1 1 g. Pemberhentian tidak dengan hormat. |
(3) Tata cara pemanggllan pemenksaan dan penJatuhan sanksi administrasi dllakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

i . ;
i N ]
i

{

mp a0 o

! Bagian Ketiga!

. Sanksi Pidana
| i
| , - Pasal 23
Lo i i

(1) Setiap penyelenggara pelayanan pubhk yang meIakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan
" pelayanan publik diancam dengan p.dana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,r (lima puluh ]qta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'adaiah pelanggaran.

(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) merupakén suatu tindak pidana,
maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. | '

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3),adalah kejahatan.

s e T

|
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* Bagian keempat

Penyidikan:

Pasal 24 1

| | | -

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di instansi penyélenggara pela"yanan publik yang lingkup tugas dan

tanggung Jawabnya di bidang . pelayanan publlk diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagalmana dimaksud dalam Kitab' Undang-Undang Hukum Acara Pidana
yang berlaku. i E

- (2) Penyidik Pegawal Negeri Sipil sebagaumana dimaksud pada ayat (1) berwenang
a. Melakukan pemenksaan atas kebenarant laporan atau keterangan berkenaan
dengan tmdak pidana di bldang Pelayanan Publik; '

L b. Melakukan Pemerlksaan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diduga
melakukan tindak Pidana; |

P c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan usaha sehubungan

| dengan penétlwa tindak pldaha di bidang pe‘layanan publik;
d. Melakukan Pemerlksaan atas pembukuan ;catatan dan dokumen Ialn berkenaan
dengan tindak pidana di b|dang pelayanan publlk ‘

: e. Melakukan pemeriksaan di itempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,

pembukuan catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan

. dan barangfhasil pelanggar%n yang dapaé dijadikan bukti dalam perkara tindak

i : pidana di bidang pelayanan publlk i :

l

3 ' | f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

i

bidang pelayanan publik; | |
b (3) Penyidik Pegawan Negeri Sipil sebagalmana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
| dimulainya peny|d|kan dan hasil’ penyldlkannya kepada Peny:dlk PeJabat Polisi Negara
Republik Indonesia. | i _

. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyampaikan
z hasil penyidikari kepada penuntut umum meIaIUI Penyidik PeJabat Polisi Negara
Republik Indonesia. ‘ '

: | " BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut

e | J

dengan Peraturan Gubernur.



i

| | : ;

; Pasal 26 i

: Peraturan Daerah |n|, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya,.memerlntahkan pengundangan Peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pr_ovnn5| Gorontalo
|
i ‘ Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal & Apfil
JUBERNUR GORQNT,

‘RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo , :
pada tanggal & April 2013 | |
SEKRETARIS DAERAH PRQVINSI GORONTALO

| i l

s |

Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA MS |
PEMBINA UTAMA =
NIP 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAHI PROPINSI GORQNTALO TAHUN 2013 NOMOR .61..

1

. H i
E = | i
f “+ f

| | |

{
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I. UMUM

i

’ fungsi pemerintah adalah melayani hasyarakat maka Pemerintah Provinsi Gorontalo terus
1 berupaya meningkétkan kualitas !pelayanan melalui pembaharuan peraturan dan

PENJELASAN

| f | ATAS |

PERATURAN DAERAH PROVIENSI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2013

| : | TENTANG |

! | |

I?ELAYANAN PUPLIK

i
|

| | |
Provinsi Gorontalo secara ! substansial telah terbangun . pemahaman untuk
mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang

" baik. Hal itu dlwu3udkan dengan rencana dlbentuknya Peraturan Daerah Pelayanan Publik

untuk mengakomodasi akselerasi perkernbangan kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo
atas terselenggaranya pelayanan publik yang prima: Pembentukan Peraturan Daerah adalah

- dalam rangka memBangun pelayan bublik yang méngedepankan prinsip-prinsip demokrasi,

transparansi, akuntablhtas dan respon51b|I|tas dengan paradigma baru, yaitu berubahnya
birokrasi sebagai penguasa menjadi abd| alias pelayan masyarakat.
Peraturan Daerah secara jelas meneguhkan konstruksi birokrasi sebagai pelayan

publik yang berposisi sebagai pengabdi rakyat. Konstalasi demikian secara vyuridis

menciptakan hubungan hukum yang ‘masuk pada wi;layah hubungan-hubungan dinas publik.
Pada tataran demlklan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik terkualifikasi dalam
organisasi birokrasi yang harus berklprah secara 'fungsional yang tugasnya berorientasi
pada aspek operas:onal pelayanan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publlk Provinsi Gorontalo diharapkan mampu

' menghadapi perkembangan nilai, regulasi, sistem dan tata kelola pemerlntahan yang baik

terkait dengan pelayanan publik. Hal ini dnsebabkan dalam kenyataan penyelenggaraan
pelayanan publik masnh ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi
kualitas yang diharapkan masyarakat, karena dalam, pemberian pelayanan masih ditemukan
adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung kepada
penyelenggara Iayaﬁan dan Iembag'a pengawas m’aupun melalui media massa sehingga
_menimbulkan citra yang kurang baiki» terhadap apagatur pemerintah. Mengingat salah satu

penyedlaan sarana ; dan prasarana pelayanan pubhk Di sisi lain pemerintah telah
membentuk Undand -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang

'.}duadlkan dasar penyelenggaraan qelayanan publgk secara nasional dan regional oleh

.18 | - \/‘



pemerintah daerahi Transformasi fata nilai, reguflasi sistem dan tata kelola pelayanan
publik tersebut dlslkapu dengan 'bI]ak oleh Pemenntah Provinsi - Gorontalo dengan
membentuk peraturan daerah tentang Pelayanan Publlk

i

I1. PASAL DEMI PASAL

"Pasal 1

Pasal 2
Huruf a

Huruf b.

Huruf c.

Huruf d

Angka e

Angka f

Cukup jelas | ? |

| | |
N w !

1' ' ’ ‘
Yang dimaksud dengan asas Kepast|an hukum adalah sebagai kejelasan
norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan

peraturan itu. , !

| | |
Yané dimaksud dengan Asas Keadilan adalah nilai untuk menciptakan

hubyngan yang idea} antara manugia yang satu dengan manusia yang lain
seba;gai anggota rhasyarakat, dengan memberikan kepada manusia
tersébut apa yangf menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan
membebankan kewajiban menurut hukum dan moral. |
l g

Yang d:maksud dengan Asas kemanfaatan adalah. kemanfaatan dapat
diartikan dengan kebahaglaan Baik buruknya suatu hukum, bergantung
pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia.
Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi .manfaat kepada
setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategofikan baik apabila
mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat

Yang dimaksud dengan azas “Keterbukaan” adalah setiap penerima
pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh Informasi
mengenai pelayanan yang diinginkan.

Yané dimaksud denéan asas Partiéipatif adalah peningkatan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah proses penyelenggaraan
pelayanan harus dapat d|pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. §

!

i i
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) |

Angka g ; | |
Yanb dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah pemberian
pela;yanan tidak boleh menguta;makan kepentingan pribadi dan/atau
golongan.

Angkah ! | |
Yang dimaksud denQan Asas Profesionalisme adalah pelaksana pelayanan
hartljs memiliki kombetensi yang sesuai dengan tugas. -

Angka i ' ; ; ‘ '
Yang dimaksud dengan Asas Kesamaan Hak ada|ah pemberian pelayanan
tidak membedakan! suku, ras, agama, golongan, gender dan status
ekonomi. : ! '
| Angka j { | |

Yang dimaksud dengan Asas eﬁsiiensi adalah bahwa yang menentukan
tmgkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatlkan kebutuhan pelayanan yang sederhana cepat dan murah,
tldak memberikan pembedaan pemblayaan kepada masyarakat secara tidak
waJar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
Angka k I | | -

Yang d|maksud dengan Azas - efektlf tas adalah bahwa orientasi
penyelenggaraan pelayanan pubhk untuk mencapai penyelenggaraan
pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat
sebagan pengguna pelayanan publlk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku |

Angka | ; !‘ :
Yang dimaksud de'ngan asas Imparsnal adalah tidak berpihak harus
memperlakukan sama. Dengan kata lain pedoman dan arahan bagi
penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap netral, non diskriminasi dan
tidak berpihak sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3 . | - o
' Cukup jelas | | - J
. Pasal 4 o | , -
Cukup jelas , |
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas



" Pasal 9

1

' | | |

i : l
Aat@) | !
Yang dimaksud pelayanan barang adalah air bersih, barang cetakan dan lain
sebagalnya ;
Yang !dimaksud bentuk pelayanan jasa adalah pelayaan pendidikan,
pemehharaan kesehatan penyelenggaraan pelayanan transportas: dan lain
sebaganya.
Pasal 6 } | |
Cukup jelas.
Pasal 7 ! | : @
Huruf a
cukupiebs
Huruf b § !
cukup jelas
Huruf ¢ | | l
cukup jelas : 5
| j i
Huruf d ; ; |
cukupjebs. | ‘
Huruf e f ? %
Yang dlmaksud dengan Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan yang
dlbernkan kepada penehma pelayanan akibat dari tidak terpenuhinya standar
pelayanan publik yang telah dltetapkar,L
Huruf f ; :
cukupjebs | |
hurufg ; , i
Hak untuk mendapatkan pembelaan dalam penyelesalan sengketa pelayanan
publik gapat dilakukan $end|r| atau melndapat bantuan dan pihak lain.
Huruf h é |
Cukupﬁebs 5 |
Huruf i | ; ! % . g
Cukup jelas | |

! Pasal 8 i | ' |

Cukup jelas.

Ayat (1) i
cukup jelas

f
1
H

| J
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| r .
| ’ i
B | |
. Ayat (2) | ‘ §
? Huruf a | !
cukup jelas : {
huruf b . | _
Kemaridirian masyara{kat merupakén prasyarat untuk menumbuhkan
‘kemarr“‘\puan masyarak?t sebagai peneérima pelayanan publik.
huruf ¢
cukup jielas - : |
Huruf d :
cukup ijelas %
Huruf e ; ' |
cukup jelas.
Pasal 10 ,1
Cukup jelas. 3 |
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12 | |
Cukup jelas. :
~ Pasal 13 | |
cukup jelas i ! :
Pasal 14 ‘
Cukup jelas. | | !
Pasal 15

Ketentuan ini memberi rperlakdan yang khusu% bagi penyandang cacat, lanjut usia,
dan wanita hamil. ‘ |

-Pasal 16 | ! |
, Cukup jelas. | | }
~ Pasal 17 é | |
'. Cukupjelas.g |
ii?PasaI18 § i
s Cukup jelas.
jf5PasaI19 | %

Cukup jelas i |
1EPasalZO ? | |
| Cukup jelas f ;
. i |
i .2 \7
i | | |



-

~ Pasal 21 % | .
| Ayat (1) |
1, Yang idimkasud dendan penyimparigan wewenang adalah suatu bentuk
pelangigaran yang berkaitan dengan ipelanggaran Wewénang yang ada pada
. penyelenggara  pelayanan  publik’ atau yang dilimpahkan kepada
?; i penyeienggara pelayarian publik. 1 ,
. Yang édimaksud dengan penyimpangan prosedur adalah ‘suatu bentuk
5{' pelanggaran’ terhadap proseduf administrasi penyéle'ngga'raan pelayanan
| | % sebagaimana yang ditetapkan pelayanan publik. |
| CION § |
o Cukupijelas. ; !
' ! pasal 22 ’
Cukupjelas'g |
.- Pasal 23 ' | ;
P Cukup jelas ‘ ?
v;‘;:fPasaI24 | 1
Cukup jelas. :
., Pasal 25 | |
Cukup jelas.
Pasal 26 | 3 §
Cukup jelas. ;
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINST GORONTALO NOMOR ..¢1
|
| |
| !
.
| |
| | 23
|
| i
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